BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A.   U m u m
Dalam upaya memantapkan sinergitas pusat dan daerah serta meningkatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah terkait fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan khususnya tahun              2009 – 2013 telah diberikan dukungan pendanaan melalui Tugas Pembantuan. Dengan demikian diharapkan terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan di daerah serta mewujudkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah di daerah. Tugas Pembantuan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. 
Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.              Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun anggaran 2008-2013 menerima dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.615.145.444.165,- bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlaporkan dalam bab V LKPJ-AMJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.
B. Dasar  Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
C.   Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pembantuan
1. Penugasan Urusan Pemerintahan

a) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

b) Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi.
c) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
d) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.
e) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Provinsi.

f) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

g) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.

h) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah                (Renja-SKPD) provinsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.

i) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada RKPD Kabupaten/ Kota.

j) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.
2. Tata Cara Penugasan

a) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

b) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.
c) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Setelah ditetapkannya pagu indikatif, Kementerian /Lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.
e) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

f) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama Menteri/Pimpinan Lembaga menelaah rancangan Renja-KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan RKP.

g) Kementerian/Lembaga memberitahukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara.

h) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

i) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
3. Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa

Penugasan  dari Pemerintah Provinsi kepada  Kabupaten/Kota  dan/atau Desa sebagaimana berikut :
a) Pemerintah Provinsi memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

b) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa.

c) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran daerah.

d) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud tentang tugas pembantuan dinilai layak, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah Provinsi.

e) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

f) Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi.

g) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan provinsi.
4. Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa
Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada  Desa  sebagaimana berikut :
a) Pemerintah Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera   setelah   ditetapkannya   Prioritas   dan   Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
b) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi                   dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa.

c) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran desa.

d) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud tentang tugas pembantuan  dinilai layak, Pemerintah Desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

e) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

f) Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

g) Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan Kabupaten/Kota.
5. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada 
Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai barikut :
a) Dalam penyelenggaraan urusan  pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, Kepala Daerah melakukan :

(1) sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
(2) penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan

(3) koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
b) Kepala Daerah membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
c) Kepala Daerah memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi  kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai barikut :
a) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Provinsi, Bupati/Walikota melakukan:

(1) sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

(2) penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan

(3) koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
b) Bupati/Walikota membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
c) Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
a) Kepala Desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
b) Kepala Desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
c) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa memperhatikan norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d) Camat atau dengan sebutan lainnya mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Provinsi /Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada Desa
8. Tata Cara Penghentian Penugasan

a) Penghentian urusan pemerintahan yang telah ditugaskan dapat dilakukan apabila :

(1) urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; dan/atau

(2) pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(3) penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
b) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
c) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana tugas pembantuan.

d) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah dan Kepala Desa dapat menghentikan sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

e) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dengan tembusan kepada DPRD provinsi.
f) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten/Kota.
g) Selama Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau Keputusan Gubernur atau Bupati / Walikota belum di-tetapkan, penerima penugasan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

9. Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan
Pengelolaan  dana tugas pembantuan  yang  diberikan dalam pelaksanaan sebagaimana  peraturan  yang ditetapkan : 
a) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa didanai dari APBN bagian anggaran Kementerian/Lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa didanai dari APBD Provinsi.

c) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didanai dari APBD Kabupaten/Kota.

d) Tata cara pendanaan tugas pembantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

e) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa.

f) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
10.  Perencanaan dan  Penganggaran
a) Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.
b) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.
c) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.
d) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.
e) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara Kementerian/Lembaga dengan komisi terkait di DPR.
f) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.
g) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
h) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada Kementerian/Lembaga.
i) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-KL sebagaimana dimaksud kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau Kabupaten/Kota pada saat pembahasan RAPBD.
j) Setelah menerima RKA-KL, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
k) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
l) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud tentang tugas pembantuan menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.
m) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
n) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
11. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas  Pembantuan
a) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

b) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.

c) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang.
D. Tugas Pembantuan Yang Diterima Provinsi Dan
Kabupaten/Kota
Sejak tahun anggaran 2008-2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima dana tugas pembantuan dari Kementerian/Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.615.145.444.165,- yang terdiri dari :
1. Tugas Pembantuan Pada SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
a. Rekapitulasi Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana pada SKPD Provinsi Kalimantan Timur
Pada tahun 2008 Provinsi Kalimantan Timur menerima tugas pembantuan dari 7 (tujuh) Departemen yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Pada tahun anggaran 2013 sampai triwulan II Provinsi Kalimantan Timur menerima tugas pembantuan dari 6 (enam)  Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sejak tahun 2008-2013 mendapat alokasi dana sebesar Rp.694.615.292.001,- dengan realisasi komulatif pelaksanaan hingga triwulan II tahun 2013 sebesar Rp.479.422.921.923,- atau 69,02%. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel berikut : 
                    Tabel 5.1  Rekapitulasi Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan
                      Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008-2013
	Tahun
	Tahun Anggaran 2008-2013
	%

	
	Anggaran (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	

	2008
	55,264,699,000
	52,290,981,020
	94.62

	2009
	87,615,932,001
	81,182,058,538
	92.66

	2010
	 94.071.384.000 
	 85.498.499.996 
	90.89

	2011
	155,102,585,000
	139,904,277,719
	90.20

	2012
	121,208,941,000
	103,307,854,433
	85.23

	2013**
	181,351,751,000
	17,239,250,217
	9.51

	TOTAL
	694,615,292,001
	479,422,921,923
	


                                       Ket


erangan : ** data sampai dengan triwulan II tahun 2013
b. Program dan Kegiatan yang diterima dan

Pelaksanaannya 
1.  
Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan umum berupa Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum bertujuan untuk terus meningkatkan peranan jalan dalam pengembangan wilayah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh pelayanan pada sistem jaringan jalan primer meliputi pemeliharaan jalan arteri nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang penanganannya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan membagi beberapa segmen pekerjaan yang tersebar di wilayah Propinsi Kalimantan Timur khususnya jalan nasional yang relative stabil, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kalimantan Timur berusaha menjaga kelancaran hubungan transportasi yang berkesinambungan agar  pengembangan daerah yang sangat terpengaruh oleh kelancaran moda transport yang berada di wilayah Kalimantan Timur  dan wilayah di sekitarnya tetap terjaga dengan baik termasuk jalan kota yang berstatus nasional.
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 saat ini 
meliputi antara lain :
·   Penanganan Pemeliharaan Berkala Jalan
·   Penanganan Pemeliharaan Jembatan
·   Pemeliharaan Rutin Jalan
·   Pemeliharaan rutin Jembatan
·   Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kalimantan Timur, mencakup pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dengan overlay, perbaikan perkerasan, perbaikan bahu jalan, perbaikan sistem drainase, pemeliharaan rutin jalan berupa pemeliharaan damija jalan, saluran dan perkerasan minor dan pemeliharaan rutin jembatan dengan total target penanganan ruas jalan nasional pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah 1.374,27 Km.
2.   Pemberian dana tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan kepada SKPD Provinsi, yaitu RSU Tarakan, RSU A. Wahab Syahranie, dan RS Jiwa Atma Husada Mahakam dimaksudkan untuk peningkatan pemenuhan standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan berupa peralatan kesehatan. Dengan tersedianya peralatan kesehatan tersebut maka dapat menunjang pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan sesuai standar, dengan demikian masyarakat akhirnya mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang lebih baik, bermutu dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3.  Pemberian dana tugas pembantuan dari Kementerian Sosial yang dilaksanakan Oleh Dinas Sosial adalah untuk program pemberdayaan komunitas adat terpencil dan perlindungan sosial korban bencana. Manfaat dari tuga pembantuan tersebut terpenuhinya sarana dan prasarana dasar dilokasi-lokasi pemukiman masyarakat/komunitas adat terpencil (KAT) seperti rumah penduduk, balai pertemuan, jaminan hidup warga dan peningkataan keterampilan berusaha warga. Sementara untuk perlindungan sosial korban bencana adalah terpenuhinya kebutuhan dasar korba bencana pada saat tanggap darurat, seperti permakanan siap saji, sandang, tenda pengungsian, dan bantuan stimulan, bahan bangunan rumah korban bencana. 

4.  Pemberian dana tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan  di arahkan pada menunjang pengembangan Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di arahkan untuk menampung hasil produksi budidaya rumput laut yang dalam tiga tahun terkahir ini menunjukkan produksi yang sangat besar antara lain di Nunukan, Tarakan, Bontang dan Kutai Timur.
Mendukung penyediaan Benih Udang (Benur) dan Benih Ikan untuk produkski perikanan budidaya.
Kebutuhan benih di Kalimanatan Timur mencapai         4 Milyar per Tahun sementara yang dapat dipenuhi di Kalimantan Timur hanya 1 Milyar Pertahun sisanya masih didatangkan dari provinsi lain yaitu, Jawa Timur, Sulawesi dan Bali.
5.  Pemberian dana tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan Oleh Dinas Perkebunan hasil yang dicapai meningkatnya penggunaan benih unggul tanaman kakao, karet, dan kelapa sawit yang berdampak langsung pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman serta terkendalinya penyebaran hama dan penyakit tanaman melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu yang berdampak langsung pada peningkatan produksi.
Melalui Dana Tugas Pembantuan telah dibangun jalan-jalan produksi dibeberapa lokasi sentra produksi perkebunan yang memudahkan penyaluran sarana poroduksi dan pengangkutan hasil tanaman serta tersalurnya paket bantuan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan untuk petani perkebunan serta peningkatan pengetahuan dan wawasan baik bagi petani dan petugas lapangan.
Terbangunnya plasma rakyat pada perkebunan swasta rakyat yang didanai oleh bank yang ditunjuk oleh Ditjen Perkebunan, sehingga pelaksanaan revitalisasi perkebunan sesuai dengan Permentan    No. 26 Tahun 2007 dapat berjalan sesuai harapan yang merupakan kemitraan pada masyarakat sekitar.

Tugas Pembantuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah provinsi, tugas ini juga sejalan dengan tuntutan tugas-tugas pelayanan yang dibutuhkan  oleh masyarakat Kalimantan Timur diantaranya untuk membantu mengatasi permasalahan ketersediaan, konsumsi, stabilisasi dan kerawanan pangan, keamanan dan peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan peran penyuluh.
Sejak Tahun 2009 – 2012, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 2 (dua) program Tugas Pembantuan yaitu masing-masing program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Pemberdayaan Penyuluh. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam  Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang memberikan manfaat  adalah pemetaan daerah rawan pangan tahun 2010 dan 2011, lumbung pangan sebanyak 19 buah, Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan lokal pada Kelompok Wanita Tani dan SD/MI (2009-2012), Pengembangan Sistem Informasi dan Harga Pangan (2011-2012), Pengembangan dan Sertifikasi Produk Pangan (2010-2012) segar melalui Kerjasama dengan BPOM Samarinda dan Pengembangan Rumah Pangan Lestari (2011-2012).

Sedangkan program Pemberdayaan penyuluhan pada tahun 2009 hingga 2012, yang dilaksanakan dan bermanfaat adalah : Penghargaan untuk penyuluh PNS, Tenaga Kontrak (THL-TB PP, PPK) dan Swadaya berprestasi tingkat Daerah dan nasional (2009-2012), Penghargaan untuk Balai Penyuluh Kecamatan, Gapoktan dan P4S berprestasi tingkat daerah dan nasional (2010-2012). Pelatihan penyuluh, dan petugas serta kelompok tani                (2009-2012). Pelatihan ini terbukti memberikan motivasi dan keterampilan bagi penyuluh bagi                610 orang (2009-2012), Selanjutnya Pengembangan Denfarm dimaksudkan dalam upaya mendukung target penyediaan beras dan pangan pemerintah di Kalimantan Timur, merupakan tindak lanjut PENAS ke III tahun 2011 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dilakukan pada tahun 2012 yang lalu di 8 (delapan) daerah berlokasi dibeberapa Kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar Rp.800.000.000,- dalam upaya menunjang tercapainya 1 juta ton GKB pada tahun 2014, berlokasi di Bulungan, Berau, Paser, PPU, Samarinda, Kukar dan Kutim.

Pemberian penghargaan tersebut memberikan dorongan untuk berkompetisi bagi penyuluh, dan kelompok tani untuk berprestasi.
Dalam  tahun 2013 ini masing-maing program melaksanakan kegiatan tugas pembantuan :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pembangunan Lumbung Pangan sebanyak                3 (buah) masing-masing  di Kukar, Kubar dan Samarinda. Pembangunan Lumbung tersebut telah dilakukan lelang dan persiapan pelaksanaan.
Pengembangan Rumah Pangan Lestari di 87 kecamatan;
Sertifikasi Produk Pangan Segar (persiapan operasional pelaksanaan tugas lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, Surat pemberian kewenangan untuk memberikan sertifikasi produk segar baru diberikan pada awal bulan Juli 2013 ).

Program Pemberdayaan Penyuluh
Penghargaan bagi petani, penyuluh PNS dan tenaga kontrak.

Penghargaan untuk penyuluh PNS, Tenaga Kontrak (THL-TB PP) sebanyak 295 orang dan  PPK di 14 kabupaten/kota serta swadaya berprestasi tingkat Daerah dan Nasional.

Pelatihan petani dan penyuluh pada sub sektor tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan sebanyak 210 orang.

 Pemberian dana tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di arahkan kepada masyarakat untuk meningkatkan  kesejahteraan, mendukung ketahanan pangan (food estate dan rice estate), menciptakan pertumbuhan baru mendukung pemekaran wilayah dan mendukung pengentasan kemiskinan serta terbukanya isolasi daerah.

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tahun 2008-2013 pada tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut : 
	Tahun 2008

	1.
	Departemen Pertanian

	
	a.
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim

	
	
	(Tanaman Pangan)

	
	
	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

	
	
	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

	
	b.
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim

	
	
	(Ketahanan Pangan)

	
	
	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

	
	c.
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	(Ditjen Peternakan)

	
	
	-
	Program Pengembangan Agribisnis

	
	
	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

	
	d.
	Dinas Perkebunan  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	 (Ditjen Perkebunan)

	
	
	-
	Program Pengembangan Agribisnis

	
	
	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

	
	e.
	Dinas Perkebunan  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	(Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)

	
	
	-
	Program Pengembangan Agribisnis

	
	
	
	
	

	2.
	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

	
	a.
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim

	
	
	(Ditjen Pembinaan Pengemb Masy & Kawasan Trans)

	
	
	-
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

	
	
	
	Cepat Tumbuh

	
	b.
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim

	
	
	(Ditjen Pemb Penyiapan Permukiman & Penemp Trans)

	
	
	-
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 

	
	
	
	Cepat Tumbuh

	
	c.
	BPPD  Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan Kualitas dan  Produktivitas 

	
	
	
	Tenaga Kerja

	
	
	
	
	

	3.
	Departemen Pekerjaan Umum

	
	
	Dinas PU dan Kimpraswil  Provinsi Kaltim

	
	
	( Ditjen Bina Marga )

	
	
	-
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	
	
	
	
	

	4.
	Departemen Kelautan dan Perikanan

	
	
	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	(Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil)

	
	
	-
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber 

	
	
	
	Daya Kelautan

	
	
	
	
	

	Tahun 2009

	1.
	Departemen Pertanian

	
	a.
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim 

	
	
	(Tanaman Pangan)

	
	
	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	
	
	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

	
	b.
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim

	
	
	(Ditjen Pengolahan & Pemasaran Hasil Pertanian)

	
	
	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

	
	c.
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	(Ditjen Peternakan)

	
	
	-
	Program Pengembangan Agribisnis

	
	
	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	
	d.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	(Ditjen Perkebunan)

	
	
	-
	Program Pengembangan Agribisnis

	
	
	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	
	
	-
	Program Peningkatan Kesejahtaraan Petani

	
	
	
	
	

	2.
	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

	
	a.
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim

	
	
	(Ditjen Pembinaan Pengemb Masy & Kawasan Trans)

	
	
	-
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 

	
	
	
	Cepat Tumbuh

	
	b.
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim

	
	
	(Ditjen Pemb Penyiapan Permukiman & Penemp Trans)

	
	
	-


	Program pengembangan wilayah Strategis
Dan Cepat Tumbuh


	3.
	Departemen Sosial

	
	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

	
	
	
	
	

	4.
	Departemen Pekerjaan Umum

	
	
	Dinas PU dan Kimpraswil Provinsi Kaltim 

	
	
	-
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	
	
	
	
	

	5.
	Departemen Kesehatan

	
	
	Rumah Sakit Tarakan

	
	
	-
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan

	
	
	
	

	Tahun 2010

	1.
	Departemen pertanian

	
	a.
	Dinas pertanian tanaman pangan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan

	
	b.
	Dinas pertanian tanaman pangan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan kesejahteraan

	
	
	
	Petani

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan

	
	c.
	Dinas pertanian tanaman pangan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan

	
	d.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	(ditjen perkebunan)

	
	
	-
	Program pengembangan agribisnis

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan

	
	e.
	Dinas perkebunan  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan kesejahteraan Petani

	
	f.
	Dinas peternakan  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program pengembangan agribisnis

	
	g.
	Dinas peternakan  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan

	
	h.
	Dinas peternakan  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan

	
	i.
	Badan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program peningkatan ketahanan Pangan


	2.
	Departemen tenaga kerja & Transmigrasi

	
	a.
	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi 

	
	
	Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program pengembangan wilayah Strategis 

	
	
	
	dan cepat tumbuh

	
	b.
	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi 

	
	
	Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program pengembangan wilayah Strategis 

	
	
	
	dan cepat tumbuh

	
	
	
	
	

	3.
	Departemen sosial

	
	a.
	Dinas sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program bantuan dan jaminan Kesejahteraan sosial

	
	b.
	Dinas sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program bantuan dan jaminan Kesejahteraan sosial

	
	c.
	Dinas sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program bantuan dan jaminan 

	
	
	
	Kesejahteraan sosial

	
	
	
	
	

	4.
	Departemen pekerjaan umum

	
	
	Dinas pekerjaan umum provinsi

	
	
	Kalimantan timur

	
	
	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan

	
	
	
	Jalan dan jembatan

	
	
	
	

	5.
	Departemen kelautan dan Perikanan

	
	
	Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program pengembangan sumber daya Perikanan 

	
	
	
	Budidaya Untuk Pengembangan Sarana Balai-Balai

	
	
	
	Pembenihan (BBU,BBI)

	6.
	Departemen Kesehatan

	
	
	Rumah Sakit Tarakan

	
	
	-
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan

	
	
	
	
	

	Tahun 2011

	1.
	Kementerian Pertanian

	
	a.
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Provinsi 

	
	
	Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan produksi, produktivitas 

	
	
	
	dan mutu tanaman pangan untuk mencapai

	
	
	
	swasembada dan swasembada berkelanjutan

	
	
	
	

	
	
	
	1)
	Tersedianya perbanyakan benih sumber 

	
	
	
	
	tanaman pangan

	
	
	
	2)
	Tersedianya laporan pembinaan dan 

	
	
	
	
	monev perbenihan tanaman pangan

	
	
	-
	Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, 
industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

	
	
	
	1)
	Terbentuknya unit usaha hasil holtikultura

	
	
	
	2)
	Tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan

	
	b.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

	
	
	
	tanaman pangan Berkelanjutan

	
	
	
	1)
	Terlaksananya pengawalan, pendampingan, 
sinkronisasi, koordinasi, monev pelaksanaan

	
	
	
	
	kegiatan tanaman rempah dan penyegar

	
	
	
	2)
	Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi 
revitalisasi kakao

	
	
	
	3)
	Tersedianya operasional petugas pendamping, 
revitalisasi 

	
	
	
	
	perkebunan kelapa sawit dan karet

	
	
	
	4)
	Terlaksananya pelaksanaan SL-PHT 
perkebunan

	
	
	
	5)
	Terlaksananya pengendalian OPT tanaman 
Perkebunan

	
	
	
	6)
	Terlaksananya pencegahan kebakaran lahan 
dan kebun

	
	
	-
	Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, 
industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

	
	
	
	1)
	Terbentuknya unit usaha pengolahan hasil 
perkebunan

	
	
	
	2)
	Tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan

	
	c.
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan 
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani  yang Aman,

	
	
	
	Sehat, Utuh, dan Halal

	
	
	
	1)
	Terbangunnya Pos IB 

	
	
	
	2)
	Terlaksananya Restrukturisasi Per-unggasan

	
	
	
	3)
	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Non 
Unggas

	
	
	
	4)
	Terlaksananya Pengembangan Budidaya 
Ternak Kambing 

	
	
	
	
	Domba (Kelompok)

	
	
	
	5)
	Terlaksananya Pengembangan Integrasi 
Ternak dan Tanaman

	
	
	
	6)
	Terlaksananya Penyelamatan Betina Produktif

	
	
	
	7)
	Terlaksananya Pengembangan Pembibitan 
Ternak

	
	
	
	8)
	Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan KUPS 
melalui 

	
	
	
	
	penyediaan Reader

	
	
	-
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, 
Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian

	
	
	
	1)
	Terlaksananya Pengembangan informasi pasar

	
	
	
	2)
	Terbentuknya unit usaha pengolahan hasil 
peternakan

	
	
	
	3)
	Tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan 

	
	d.
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 
Pangan Masyarakat

	
	
	
	1)
	Terdapatnya jumlah Desa Mandiri Pangan 
yang diberdayakan

	
	
	
	2)
	Terdapatnya lokasi penanganan rawan 
pangan, SKPG

	
	
	
	3)
	Terlaksananya pendampingan percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan (P'2.KP)

	
	
	
	4)
	Tersedianya laporan promosi P'2.KP

	
	
	
	5)
	Tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan 
(output Generik)

	
	
	
	
	

	2.
	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	-
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	1)
	Tersedianya rumah transmigran dan 
jamban keluarga 

	
	
	
	2)
	Tersedianya fasilitas umum/sosial yang 
dibangun/dikembangkan

	
	
	
	3)
	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi 
yang dibangun

	
	
	
	4)
	Terlaksananya monitoring pembangunan 
kawasan transmigrasi

	
	
	
	5)
	Tersedianya perbekalan yang diberikan 
kepada calon transmigran

	
	
	
	6)
	Terlaksananya pelatihan kepada calon 
transmigran

	
	
	
	7)
	Tersedianya lahan yang didukung oleh 
legalitas

	
	
	
	8)
	Tersedianya data tentang bidang tanah 
yang dibagikan kepada transmigran

	
	
	
	9)
	Tersedianya dokumen perencanaan dan 
pengelolaan anggaran

	
	
	-
	Program Pengembangan masyarakat dan 
kawasan transmigrasi

	
	
	
	1)
	Tersedianya luasan lahan usaha produktif
di permukiman/kawasan Transmigrasi

	
	
	
	2)
	Bertambahnya jumlah usaha Kimtrans/KTM

	
	
	
	3)
	Tersalurkannya bantuan pendidikan, kesehatan, 

	
	
	
	
	pelayanan sosial budaya dan mental spiritual

	
	
	
	4)
	Tersalurkannya bantuan pangan

	
	
	
	5)
	Tersedianya rencana teknis pengembangan 
permukiman transmigrasi

	
	
	
	6)
	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan
hidup di kawasan transmigrasi

	
	
	
	
	

	3.
	Kementerian Sosial

	
	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pemberdayaan sosial

	
	
	
	1)
	Tersedianya rumah bagi warga Komunitas 
Adat Terpencil (KAT)

	
	
	
	2)
	Terdapatnya warga KAT yang mendapatkan
bantuan jaminan hidup

	
	
	
	3)
	Terdapatnya warga KAT yang mendapatkan
bantuan peralatan kerja, peralatan rumah 
tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi 
lahan

	
	
	
	4)
	Tersedianya infrastruktur di lingkungan warga 
KAT

	
	
	
	5)
	Terdapatnya Warga exKAT yang mendapatkan
bantuan penguatan pemberdayaan

	
	
	-
	Program Perlindungan dan jaminan sosial

	
	
	
	
	Terlaksananya korban bencana alam yang 
dibantu dan dilayani

	
	
	
	
	

	4.
	Kementerian Kelautan dan Perikanan

	
	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pengembangan dan pengelolaan perikanan 
tangkap

	
	
	-
	Program Peningkatan produksi perikanan budidaya

	
	
	
	1)
	Tersedianya induk ikan

	
	
	
	2)
	Tersedianya unit kebun bibit rumput laut

	
	
	
	3)
	Tersedianya benih yang dihasilkan

	
	
	
	4)
	Terpublikasi dan terbitnya data statistik 
informasi perbenihan

	
	
	
	5)
	Tersedianya lahan dan air untuk kegiatan
budidaya

	
	
	
	6)
	Tersedianya kawasan budidaya yang memiliki 
prasarana dan sarana budidaya memadai

	
	
	
	7)
	Tersedianya kawasan pengembangan kawasan 
minapolitan

	
	
	
	
	

	5.
	Kementerian Pekerjaan Umum

	
	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil  Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Penyelenggaraan Jalan

	
	
	
	1)
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan

	
	
	
	2)
	Terlaksananya Pelebaran Jalan

	
	
	
	
	

	6.
	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

	
	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

	
	
	
	
	Terdapatnya museum yang direvitalisasi

	7.
	Kementerian Kesehatan

	
	a.
	Rumah Sakit Tarakan

	
	
	
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan

	
	b.
	Rumah sakit Jiwa Atma Husada Mahakam samarinda

	
	
	
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan

	
	c.
	Rumah Sakit Umum A. Wahab Syahranie Samarinda

	
	
	
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahun 2012

	1.
	Kementerian Pertanian

	
	a.
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, 
Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

	
	
	-
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 

	
	
	
	Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

	
	
	
	1)
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 
Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

	
	
	
	2)
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 
Pada Ditjen Hortikultura

	
	b.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

	
	
	
	tanaman perkebunan berkelanjutan

	
	
	
	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan

	
	
	-
	Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri 
hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

	
	
	
	1)
	Terbentuknya unit usaha pengolahan hasil 
perkebunan

	
	
	
	2)
	Tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan

	
	3.
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan 
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,

	
	
	
	Sehat, Utuh, dan Halal Peningkatan Produksi Ternak
Dengan Penggunaan Sumber Daya Lokal

	
	
	-
	Program Program Peningkatan Nilai Tambah, 
Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran,  dan Ekspor 
Hasil Pertanian

	
	
	
	1)
	Pengembangan Pemasaran Domestik

	
	
	
	2)
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

	
	
	
	
	

	2.
	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	1)
	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

	
	
	
	2)
	Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur 
Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	3)
	Penyediaan Tanah Transmigrasi

	
	
	
	4)
	Partisipasi Masyarakat  Dukungan Teknis dan 
Manajemen Ditjen Dan P'2.K Trans

	
	
	-
	Program Pengembangan masyarakat dan kawasan 
transmigrasi

	
	
	
	1)
	Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	2)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	3)
	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	
	

	3.
	Kementerian Sosial

	
	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pemberdayaan sosial

	
	
	
	
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

	
	
	-
	Program Perlindungan dan jaminan sosial

	
	
	
	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

	
	
	
	
	

	4.
	Kementerian Kelautan dan Perikanan

	
	a.
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pengembangan dan pengelolaan 
perikanan tangkap

	
	
	
	
	Pembinaan dan pengembangan kapal 
perikanan, alat penangkap 

	
	
	
	
	ikan, dan pengawakan kapal perikanan Ikan
dengan kapal bobot . 30 GT sebanyak 3 unit 
dan tujuannya untuk meningkatkan hasil 
produksi perikanan tangkap dan mengurangi 
kepadatan nelayan pada penangkapan ikan 
pada perikanan pantai

	
	
	-
	Program Peningkatan produksi perikanan budidaya

	
	
	
	1)
	Pengembangan sistem perbenihan ikan

	
	
	
	2)
	Pengembangan sistem prasarana dan sarana 
pembudidayaan ikan

	
	
	
	3)
	Peningkatan dukungan manajemen dan

	
	
	
	4)
	pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen perikanan 
budidaya

	
	
	-
	Program Peningkatan daya saing produk perikanan

	
	
	
	
	Fasilitasi pengembangan industri Rumput Laut 
pengolahan 
hasil perikanan dari rumput laut kering menjadi 
bahan cip 
dengan kapasaitas pabrik sebesar 5 ton per hari


	5.
	Kementerian Pekerjaan Umum

	
	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan 
Timur

	
	
	-
	Program Penyelenggaraan jalan Pelaksanaan preservasi 
dan peningkatan kapasitas jalan nasional

	
	
	-
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

	
	
	
	Pelaksanaan penataan ruang nasional


	6.
	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

	
	
	Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

	
	
	
	

	Tahun 2013

	1.
	Kementerian Pertanian

	
	a.
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, 
Industri Hilir, 

	
	
	-
	Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian 

	
	
	
	1)
	Pengembangan Mutu dan Standardisasi

	
	
	
	2)
	Pengembangan Pemasaran Domestik

	
	
	
	3)
	Pengembangan Usaha dan Investasi

	
	
	
	4)
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

	
	b.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas 

	
	
	
	dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

	
	
	
	
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

	
	
	
	
	Lainnya Ditjen Perkebunan

	
	c.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri 
hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

	
	
	
	1)
	Pengembangan Mutu dan Standardisasi

	
	
	
	2)
	Pengembangan Pemasaran Domestik

	
	
	
	3)
	Pengembangan Usaha dan Investasi

	
	
	
	4)
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

	
	d.
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

	
	
	
	dan Sarana Pertanian

	
	
	
	1)
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

	
	
	
	2)
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

	
	
	
	3)
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

	
	e.
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan 
Peningkatan 

	
	
	
	Penyediaan Pangan Hewani  yang Aman, Sehat,
Utuh, dan Halal

	
	
	
	1)
	Peningkatan Produksi Ternak Dengan 
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

	
	
	
	2)
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan 
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

	
	
	
	3)
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis

	
	
	
	4)
	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan 
Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal

	
	
	
	5)
	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman 
dan Halal serta Pemenuhan Pemasaran,  
Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

	
	
	
	
	

	
	
	
	6)
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen Peternakan

	
	f.
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Program Peningkatan Nilai Tambah, 
Daya Saing, Industri Hilir, dan Ekspor Hasil Pertanian

	
	
	
	
	Pengembangan Pemasaran Domestik

	
	
	
	
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian


	2.
	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	a.
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pengembangan masyarakat dan kawasan 
transmigrasi

	
	
	
	1)
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 
Transmigrasi

	
	
	
	2)
	Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	3)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	4)
	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi

	
	
	
	5)
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen P'2.MKT

	
	b.
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan 

	
	
	
	Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

	
	
	
	
	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja

	
	
	
	
	

	3.
	Kementerian Sosial

	
	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
 Kemiskinan

	
	
	
	
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

	
	
	
	
	

	4.
	Kementerian Pekerjaan Umum

	
	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi 
Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Penyelenggaraan jalan

	
	
	
	
	Pelaksanaan preservasi dan peningkatan 
kapasitas jalan nasional

	
	
	
	
	

	5.
	Kementerian Kelautan dan Perikanan

	
	a.
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	-
	Program Pengembangan dan pengelolaan perikanan
 tangkap

	
	
	
	1)
	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, 

	
	
	
	
	Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal 
Perikanan bobot > 30 GT sebanyak 4 unit

	
	
	
	2)
	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan 
Pelabuhan Perikanan

	
	
	
	3)
	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang 
Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

	
	
	
	4)
	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan 
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

	
	
	
	5)
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

	
	
	
	6)
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

	
	
	
	
	Perikanan Tangkap

	
	b.
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

	
	
	
	1)
	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

	
	
	
	2)
	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana 
Pembudidayaan Ikan

	
	
	
	3)
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

	
	
	
	
	Perikanan Budidaya

	
	c.
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

	
	
	
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

	
	
	
	
	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan 
Hasil Perikanan rumput laut dengan kapasitas

	
	
	
	
	5 ton per hari

	
	
	
	
	

	6.
	Kementerian Negara  lingkungan hidup

	
	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup

	
	
	
	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah


c. Rincian Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan 2008-2013
Rincian dari tiap-tiap Kementerian periode                      tahun 2008-2013 dana Tugas Pembantuan pada Tahun anggaran 2008-2013, sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 5.2  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1


	Departemen  Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
	243,000,000
	173,842,200
	71.54

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
	140,000,000
	140,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
	1,339,290,000
	1,304,760,483
	97.42

	
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
	566,221,000
	295,744,906
	52.23

	2


	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
	1,900,000,000
	1,149,057,095
	60.48

	
	Departemen  Tenaga Kerja & Transmigrasi
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim
	3,889,673,000
	3,889,673,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim
	3,595,821,000
	3,454,230,260
	96.06

	
	BPPD  Kalimantan Timur
	300,000,000
	300,000,000
	100.00

	3


	Departemen Pekerjaan Umum
	
	
	

	
	Dinas PU dan Kimpraswil Provinsi Kaltim
	39,448,194,000
	37,953,099,436
	96.21

	4


	Departemen Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
	757,500,000
	756,314,933
	99.84

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
	2,025,000,000
	1,873,192,248
	92.50

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
	1,060,000,000
	1,001,066,459
	94.44

	Jumlah
	55,264,699,000
	52,290,981,020
	94.62


Tabel 5.3  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1
	Departemen Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
	260,000,000
	236,454,800
	90.94

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
	1,000,000,000
	991,290,001
	99.13

	
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
	355,000,000
	342,041,000
	96.35

	
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
	481,786,001
	222,088,700
	46.10

	2
	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim
	4,338,976,000
	4,179,171,000
	96.32

	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kaltim
	24,150,167,000
	19,707,612,000
	81.60

	3
	Departemen Sosial
	
	
	

	
	Dinas Sosial Provinsi Kaltim
	1,269,565,000
	630,651,000
	49.67

	4
	Departemen Pekerjaan Umum
	
	
	

	
	Dinas PU dan Kimpraswil Provinsi Kaltim
	43,625,458,000
	43,015,744,034
	98.60

	5
	Departemen Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
	3,309,000,000
	3,274,310,003
	98.95

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
	3,000,000,000
	2,959,992,000
	98.67

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
	825,980,000
	809,604,000
	98.02

	6
	Departemen Kesehatan

Rumah Sakit Umum Tarakan
	5,000,000,000
	4,813,100,000
	96,26

	Jumlah
	87,615,932,001
	81,182,058,538
	92.66


Tabel 5.4  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1

	Departemen Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur
	2,465,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur
	1,500,100,000
	1,462,897,520
	97.52

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur
	180,000,000
	154,998,000
	86.11

	
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
	1,181,180,000
	410,341,932
	34.74

	
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
	520,000,000
	520,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
	3,120,000,000
	2,963,064,000
	94.97

	
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
	600,000,000
	554,820,000
	92.47

	
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
	1,675,000,000
	1,604,147,500
	95.77

	
	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur
	1,560,500,000
	763,552,650
	48.93

	2
	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
	9,301,661,000
	7,623,143,950
	81.92

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
	3,774,741,000
	3,592,798,484
	95.18

	3

	Departemen Sosial
	-
	-
	-

	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
	401,825,000
	356,579,505
	88.74

	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
	481,000,000
	430,687,400
	89.54

	
	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
	699,957,000
	569,555,011
	81.37

	4
	Departemen Pekerjaan Umum
	
	
	

	
	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
	40,188,345,000
	39,400,653,438
	98.04

	5
	Departemen Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
	7,000,000,000
	5,928,300,000
	84.69

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
	3,550,000,000
	3,319,605,000
	93.51

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
	372,075,000
	359,498,865
	96.62

	
	
	
	
	

	6
	Departemen Kesehatan

Rumah Sakit Umum Tarakan
	15,500,000,000
	15,478,080,000
	99,86

	Jumlah
	94,071,384,000
	85,498,499,996
	90.89


Tabel 5.5  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1
	Kementerian Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Prov Kaltim
	950,000,000
	891,136,710
	93.80

	
	Dinas Perkebunan Prov Kaltim
	17,402,476,000
	14,017,500,465
	80.55

	
	Dinas Peternakan Prov Kaltim
	25,186,307,000
	21,405,078,985
	84.99

	
	
	
	
	

	
	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Prov Kaltim
	3,812,200,000
	1,560,645,600
	40.94

	2

	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
	6,174,310,000
	3,329,773,602
	53.93

	
	
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov Kaltim
	
	
	

	3
	Kementerian Kehutanan
	
	
	

	
	Dinas Sosial Prov Kaltim
	3,481,412,000
	2,215,833,500
	63.65

	4

	Kementerian Pekerjaan Umum
	-
	-
	-

	
	Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Prov Kaltim
	60,000,000,000
	59,952,232,878
	99.92

	
	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov Kaltim
	2,500,000,000
	2,197,777,000
	87.91

	
	Dinas Kelautan & Perikanan Prov Kaltim
	6,897,262,000
	6,280,069,995
	91.05

	5
	Kementerian Kesehatan
	
	
	

	
	Rumah Sakit Umum Tarakan
	8,000,000,000
	7,917,140,000
	98,96

	
	Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda
	2,000,000,000
	1,800,000,000
	90,00

	
	Rumah Sakit Umum A. Wahab Syahranie Samarinda
	19,500,000,000
	19,500,000,000
	100

	Jumlah
	155,102,585,000
	139,904,277,719
	90.20
	


Tabel 5.6  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012

	No
	Kementerian/SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1
	Kementerian Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Prov Kaltim
	2,015,000,000
	2,015,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Prov Kaltim
	9,211,102,000
	5,197,682,850
	56.43

	
	Dinas Peternakan Prov Kaltim
	25,959,717,000
	23,996,941,236
	92.44

	2


	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov Kaltim


	6,993,441,000
	5,193,718,800
	74.27

	
	
	
	
	

	3
	Kementerian Sosial
	
	
	

	
	Dinas Sosial Prov Kaltim
	2,588,984,000
	-
	-

	4
	Kementerian Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas Kelautan & Perikanan Prov Kaltim
	14,748,411,000
	6,650,311,700
	45.09

	5
	Kementerian Pekerjaan Umum
	
	
	

	
	Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Prov Kaltim
	59,973,291,000
	59,762,729,097
	99.65

	6
	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata
	
	
	

	
	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov Kaltim
	500,000,000
	-
	-

	Jumlah
	121,208,941,000
	103,307,854,433
	85.23


Tabel 5.7  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1

	Kementerian Pertanian
	
	
	

	
	Dinas pertanian tanaman pangan prop. Kalimantan timur
	550,000,000
	-
	-

	
	Dinas pertanian tanaman pangan prop. Kalimantan timur
	8,000,472,000
	-
	-

	
	Dinas pertanian tanaman pangan prop. Kalimantan timur
	2,230,000,000
	-
	-

	
	Dinas pertanian tanaman pangan prop. Kalimantan timur
	27,043,000,000
	-
	-

	
	Dinas perkebunan provinsi kalimantan timur
	4,308,469,000
	141,358,500
	3.28

	
	Dinas perkebunan provinsi kalimantan timur
	430,000,000
	-
	-

	
	Dinas perkebunan provinsi kalimantan timur
	3,797,000,000
	-
	-

	
	Dinas peternakan provinsi kalimantan timur
	28,040,640,000
	6,840,000,000
	24.39

	
	Dinas peternakan provinsi kalimantan timur
	1,267,500,000
	-
	-

	
	Dinas peternakan provinsi kalimantan timur
	2,025,000,000
	-
	-

	2
	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
	6,678,740,000
	2,786,560,500
	41.72

	
	Disnaker dan transmigrasi prop. Kaltim
	
	
	

	
	Disnaker dan transmigrasi prop. Kaltim
	7,862,526,000
	403,944,000
	5.14

	3
	Kementerian Sosial
	
	
	

	
	Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur
	1,902,233,000
	-
	-

	4
	Kementerian Pekerjaan Umum
	
	
	

	
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur
	81,251,032,000
	10,109,591,717
	12.44

	5
	Kementerian Kelautan & Perikanan
	6,200,000,000
	8,980,000
	0.14

	
	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kaltim
	
	
	

	
	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kaltim
	2,512,670,000
	20,620,000
	0.82

	
	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kaltim
	2,177,835,000
	18,700,000
	0.86

	6
	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	1,200,000,000
	-
	-

	
	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
	
	
	

	Jumlah
	181,351,751,000
	17,239,250,217
	9.51


2. Tugas Pembantuan (TP) pada SKPD Kabupaten/Kota Periode Tahun 2008-2013
a. Rekapitulasi Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana pada Kabupaten/Kota

Pada tahun 2008 Kab/Kota menerima tugas pembantuan dari 6 (enam) Departemen yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Pada tahun anggaran 2013 triwulan II Kab/Kota menerima Tugas Pembantuan dari      6 Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi sebesar Rp.920.530.152.164,- sedangkan realisasi komulatif pelaksanaan hingga triwulan II tahun 2013 sebesar Rp.602.579.931.194,- atau 65,46%. Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel berikut : 
                   Tabel 5.8  Rekapitulasi Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan
                    Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008-2013
	Tahun
	Tahun Anggaran 2008-2013
	%

	
	Anggaran (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	

	2008
	188,632,075,000
	143,813,850,435
	76.24

	2009
	71,057,802,000
	61,734,100,629
	86.88

	2010
	43,247,012,164
	36,738,336,834
	84.95

	2011
	195,961,986,000 
	135,277,725,605 
	71.08

	2012
	291,958,232,000 
	219,274,172,891 
	73.40

	2013**
	129,673,045,000 
	5,741,744,800 
	1.59

	TOTAL
	920,530,152,164
	602,579,931,194
	65.46


Ket


erangan : ** data sampai dengan triwulan II tahun 2013
b. Rincian instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan Periode Tahun 2008-2013

Pemberian dana tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan kepada SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit), berupa pengadaan peralatan kesehatan, farmasi dan rumah tenaga medis serta bantuan operasional kesehatan di puskesmas, pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit dan laboratorium. Dengan penambahan peralatan kesehatan disarana pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) menjadikan pelayanan kesehatan pada masyarakat semakin baik, bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas dirasakan manfaatnya dalam peningkatan pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan prventif, sehingga dapat membantu percepatan dalam pencapaian target SPM dan MDGs di Puskesmas

Rincian Program dan Realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 5.9  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008
	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1


	Departemen    Dalam  Negeri
	
	
	

	
	Sekretariat  Daerah Kabupaten  Paser
	4,922,530,000
	4,922,530,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Penajam Paser Utara
	2,667,630,000
	2,667,630,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Kutai Kartanegara
	7,764,370,000
	7,764,370,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab.  Kutai Barat
	6,432,370,000
	6,432,370,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab.  Kutai Barat
	2,000,000,000
	1,978,074,000
	98.90

	
	Sekretariat  Daerah Kab.  Kutai Barat
	468,290,000
	42,749,000
	9.13

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Kutai Timur
	8,055,760,000
	2,095,000,000
	26.01

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Berau
	5,908,210,000
	5,908,210,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Bulungan
	5,662,670,000
	5,662,670,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Malinau
	3,374,610,000
	-
	-

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Malinau
	1,000,000,000
	1,000,000,000
	100.00

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Malinau
	442,970,000
	-
	-

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Nunukan
	10,824,870,000
	8,059,870,000
	74.46

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Nunukan
	2,000,000,000
	348,953,000
	17.45

	
	Sekretariat  Daerah Kab. Nunukan
	473,170,000
	348,953,000
	73.75

	
	Dinas Pertanian   Kota Samarinda
	566,438,000
	443,251,350
	78.25

	
	Dinas Pertanian   Kota Samarinda
	422,600,000
	358,991,750
	84.95

	
	Dinas Pertanian   Kota Samarinda
	50,000,000
	50,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kota Samarinda
	578,000,000
	413,489,000
	71.54

	
	Kantor Peternakan Kota Samarinda
	545,000,000
	545,000,000
	100.00

	
	Kantor Peternakan Kota Samarinda
	641,500,000
	510,360,000
	79.56

	
	Dinas Perkebunan Kota Samarinda
	245,310,000
	81,411,000
	33.19

	
	Dinas Pertanian  Kota Balikpapan
	1,050,000,000
	1,037,530,000
	98.81

	
	Dinas Pertanian  Kota Balikpapan
	812,600,000
	690,710,000
	85.00

	
	Dinas Pertanian  Kota Balikpapan
	270,000,000
	219,100,000
	81.15

	
	Dinas Pertanian Tanaman  Pangan Kab. Paser
	705,145,000
	568,558,380
	80.63

	
	Dinas Pertanian Tanaman  Pangan Kab. Paser
	570,600,000
	370,000,000
	64.84

	
	Dinas Pertanian Tanaman  Pangan Kab. Paser
	6,220,000,000
	2,300,500,000
	36.99

	
	Dinas Pertanian Tanaman  Pangan Kab. Paser
	270,000,000
	270,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan  Kab. Paser
	1,158,000,000
	1,158,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan  Kab. Paser
	540,000,000
	540,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan  Kab. Paser
	430,000,000
	430,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan  Kab. Paser
	151,000,000
	151,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Penajam  Paser Utara
	828,102,000

	828,102,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Penajam  Paser Utara
	2,500,500,000
	2,500,500,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Penajam  Paser Utara
	285,000,000
	285,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan  Kab. Penajam  Paser Utara
	396,000,000
	396,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan  Kab. Penajam  Paser Utara
	759,000,000
	759,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kab. Penajam  Paser Utara
	128,900,000
	128,900,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kab. Penajam  Paser Utara
	550,000,000
	550,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kab. Penajam  Paser Utara
	170,000,000
	170,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Kartanegara
	2,031,112,000
	1,633,102,600
	80.40

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Kartanegara
	422,600,000
	277,250,000
	65.61

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Kartanegara
	555,000,000
	383,439,000
	69.09

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Kartanegara
	1,439,200,000
	720,280,000
	50.05

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Kartanegara
	170,000,000
	170,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kab. Kutai  Kartanegara
	539,000,000
	277,250,000
	51.44

	
	Dinas Perkebunan Kab. Kutai  Kartanegara
	651,540,000
	531,540,000
	81.58

	
	Dinas Perkebunan Kab. Kutai  Kartanegara
	670,000,000
	569,500,000
	85.00

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
	355,820,000
	296,442,600
	83.31

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
	519,909,000
	254,389,780
	48.93

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
	155,000,000
	155,000,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
	133,125,000
	117,805,000
	88.49

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Barat
	717,145,000
	609,495,000
	84.99

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Barat
	295,000,000
	295,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Barat
	298,680,000
	253,878,000
	85.00

	
	Dinas Perkebunan Kab. Kutai  Barat
	1,264,120,000
	1,263,715,000
	99.97

	
	Dinas Pertanian  Kota Bontang
	273,680,000
	232,628,000
	85.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Timur
	1,396,840,000
	1,396,840,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Timur
	1,396,840,000
	1,396,840,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Timur
	595,600,000
	586,850,000
	98.53

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Timur
	1,205,000,000
	1,205,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Kutai Timur
	270,000,000
	261,800,000
	96.96

	
	Dinas Peternakan  Kab. Kutai Timur
	370,000,000
	334,180,000
	90.32

	
	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
	558,942,000
	338,372,000
	60.54

	
	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
	420,000,000
	67,110,000
	15.98

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Kutai Timur
	140,000,000
	132,871,800
	94.91

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Kutai Timur
	14,560,616,000
	8,110,084,682
	55.70

	
	
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Kutai Timur
	3,401,224,000
	2,836,478,173
	83.40

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Kutai Timur
	236,220,000
	203,618,000
	86.20

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	623,545,000
	33,640,000
	5.39

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	440,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	2,725,000,000
	535,000,000
	19.63

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	270,000,000
	-
	-

	
	Dinas Peternakan  Kab. Berau
	757,360,000
	605,888,000
	80.00

	
	Dinas Perkebunan  Kab. Berau
	128,520,000
	82,700,000
	64.35

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	1,818,185,000
	1,818,185,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	555,000,000
	555,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	8,635,000,000
	8,635,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	385,000,000
	385,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	370,000,000
	370,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kab. Bulungan
	163,400,000
	163,400,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kota Tarakan
	450,000,000
	450,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kota Tarakan
	325,000,000
	325,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kota Tarakan
	362,500,000
	362,500,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Malinau
	673,162,000
	488,453,000
	72.56

	
	Dinas Pertanian  Kab. Malinau
	2,075,000,000
	2,075,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian  Kab. Malinau
	270,000,000
	248,840,000
	92.16

	
	Dinas Pertanian  Kab. Malinau
	298,680,000
	253,878,000
	85.00

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Malinau
	838,710,000
	775,400,000
	92.45

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Malinau
	420,000,000
	352,000,000
	83.81

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kab. Nunukan
	727,435,000
	570,299,000
	78.40

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kab. Nunukan
	440,000,000
	440,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kab. Nunukan
	264,000,000
	224,400,000
	85.00

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kab. Nunukan
	570,000,000
	570,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kab. Nunukan
	2,048,000,000
	1,200,000,000
	58.59

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman  Pangan Kab. Nunukan
	270,000,000
	151,444,250
	56.09

	
	Dinas Peternakan  Kab. Nunukan
	888,500,000
	888,500,000
	100.00

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kab. Nunukan
	995,720,000
	964,271,250
	96.84

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kab. Nunukan
	220,000,000
	220,000,000
	100.00

	
	
	
	
	

	2
	Departemen Perindustrian
	
	
	

	
	Dinas Perindagkop   Kota Samarinda
	709,780,000
	709,780,000
	100.00

	
	Dinas Perindagkop   Kab. Nunukan
	658,232,000
	496,014,866
	75.36

	3
	Departemen    Tenaga   Kerja  & Transmigrasi
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	355,820,000
	355,820,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	200,000,000
	200,000,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	100,000,000
	100,000,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan
	306,220,000
	291,810,000
	95.29

	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan
	155,000,000
	154,500,000
	99.68

	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan
	236,220,000
	236,220,000
	100.00

	
	BLK Balikpapan
	300,000,000
	300,000,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Paser
	664,469,000
	664,469,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Paser
	236,220,000
	236,220,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Barat
	350,000,000
	119,530,000
	34.15

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Barat
	115,000,000
	40,000,000
	34.78

	
	Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Barat
	236,220,000
	236,220,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga  Kerja Kota Bontang
	500,000,000
	454,894,050
	90.98

	
	Dinas Tenaga  Kerja Kota Bontang
	100,000,000
	64,600,000
	64.60

	
	Dinas Tenaga  Kerja Kota Bontang
	136,145,000
	103,721,000
	76.18

	
	Dinas Tenaga  Kerja Kota Bontang
	236,220,000
	236,220,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Berau
	125,000,000
	-
	-

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Berau
	236,220,000
	-
	-

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Berau
	2,977,006,000
	-
	-

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan
	355,820,000
	355,820,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan
	4,054,941,000
	4,054,941,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan
	9,592,136,000
	9,592,136,000
	100.00

	
	Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan
	400,000,000
	400,000,000
	100.00

	
	LLK  Kota Tarakan
	300,000,000
	300,000,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Nunukan
	236,220,000
	142,695,000
	60.41

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kab. Nunukan
	2,983,111,000
	1,413,453,104
	47.38

	
	BLK Kab. Nunukan
	300,000,000
	297,574,000
	99.19

	4
	Departemen Perdagangan
	
	
	

	
	Dinas Perindagkop   Kota Sarnarinda
	5,000,000,000
	5,000,000,000
	100.00

	
	Dinas Perindagkop   Kab. Kutai  Barat
	1,000,000,000
	846,477,000
	84.65

	
	Dinas Perindagkop   Kota Bontang


	1,500,000,000
	1,499,750,000
	99.98

	5

	Departemen Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai kartanegara
	145,000,000
	122,183,000
	84.26

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Tirnur
	180,000,000
	180,000,000
	100.00

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Berau
	400,000,000
	-
	-

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Berau
	200,000,000
	200,000,000
	100.00

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.  Bulungan
	865,000,000
	865,000,000
	100.00

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan
	1,165,000,000
	990,250,000
	85.00

	
	Dinas Lingkungan  Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan
	180,000,000
	180,000,000
	100.00

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan
	2,500,000,000
	342,732,000
	13.71

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan
	1,450,000,000
	389,479,800
	26.86

	Jumlah
	188,632,075,000
	143,813,850,435
	76.24


Tabel 5.10  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

        Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1


	Departemen Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kota Samarinda
	600,000,000
	595,020,000
	99.17

	
	Dinas Pertanian Kota Samarinda
	319,500,000
	309,400,000
	96.84

	
	Dinas Pertanian Kota Samarinda
	400,000,000
	400,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kota Samarinda
	306,000,000
	306,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kota Samarinda
	580,000,000
	567,550,000
	97.85

	
	Dinas Pertanian Kota Balikpapan
	2,025,000,000
	2,014,890,000
	99.50

	
	Dinas Pertanian Kota Balikpapan
	315,500,000
	305,500,000
	96.83

	
	Dinas Pertanian Kota Balikpapan
	600,000,000
	572,843,000
	95.47

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Paser
	704,540,000
	636,838,000
	90.39

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Paser
	202,500,000
	162,940,000
	80.46

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Paser
	1,650,000,000
	1,650,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Paser
	250,000,000
	214,285,000
	85.71

	
	Dinas Peternakan Kab. Paser
	582,000,000
	582,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kab. Paser
	400,000,000
	390,105,358
	97.53

	
	Dinas Peternakan Kab. Paser
	464,240,000
	461,560,000
	99.42

	
	
	
	
	

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Penajam Paser Utara
	1,293,650,000
	1,279,219,000
	98.88

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Penajam Paser Utara
	1,410,000,000
	1,410,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Penajam Paser Utara
	250,000,000
	246,850,000
	98.74

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Penajam Paser Utara
	409,000,000
	-
	-

	
	Dinas Peternakan Kab. Penajam Penajam Paser Utara
	361,000,000
	361,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kab. Penajam Penajam Paser Utara
	280,480,000
	280,180,000
	99.89

	
	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Penajam Penajam Paser Utara
	300,000,000
	300,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kota Kutai Kartanegara
	2,087,865,000
	1,435,125,000
	68.74

	
	Dinas Pertanian Kota Kutai Kartanegara
	284,500,000
	229,500,000
	80.67

	
	Dinas Pertanian Kota Kutai Kartanegara
	711,500,000
	591,580,000
	83.15

	
	Dinas Pertanian Kota Kutai Kartanegara
	2,015,000,000
	556,920,000
	27.64

	
	Dinas Peternakan Kota Kutai Kartanegara
	250,000,000
	194,221,000
	77.69

	
	Dinas Peternakan Kota Kutai Kartanegara
	216,720,000
	215,230,000
	99.31

	
	Dinas Peternakan Kota Kutai Kartanegara
	221,000,000
	221,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kota Kutai Kartanegara
	300,000,000
	300,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kota Kutai Kartanegara
	350,000,000
	347,050,000
	99.16

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat
	460,100,000
	437,220,000
	95.03

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat
	550,000,000
	515,000,000
	93.64

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat
	630,000,000
	630,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Barat
	602,950,000
	600,846,000
	99.65

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur
	1,258,450,000
	466,265,000
	37.05

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur
	202,500,000
	167,570,000
	82.75

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur
	1,730,000,000
	1,730,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur
	200,000,000
	166,150,000
	83.08

	
	Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur
	310,480,000
	255,480,000
	82.29

	
	Dinas Peternakan Kab. Kutai Timur
	771,000,000
	760,450,750
	98.63

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	592,073,000
	559,025,000
	94.42

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	538,700,000
	410,960,000
	76.29

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	1,044,000,000
	884,000,000
	84.67

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	500,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
	410,000,000
	381,770,000
	93.11

	
	Dinas Perkebunan Kab. Berau
	300,000,000
	289,250,000
	96.42

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	2,285,818,000
	2,088,520,500
	91.37

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	202,500,000
	152,469,000
	75.29

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	711,500,000
	682,440,000
	95.92

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	4,855,000,000
	3,335,000,000
	68.69

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	250,000,000
	228,813,000
	91.53

	
	Dinas Pertanian Kab. Bulungan
	313,680,000
	319,279,640
	101.79

	
	Dinas Peternakan Kab. Bulungan
	321,500,000
	211,500,000
	65.79

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Tarakan
	950,000,000
	938,256,100
	98.76

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Tarakan
	250,000,000
	250,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Malinau
	1,185,713,000
	574,153,000
	48.42

	
	Dinas Pertanian Kab. Malinau
	1,810,000,000
	1,809,980,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Kab. Malinau
	250,000,000
	237,231,000
	94.89

	
	Dinas Pertanian Kab. Malinau
	300,000,000
	299,850,000
	99.95

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Malinau
	823,576,000
	818,076,000
	99.33

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Malinau
	300,000,000
	300,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
	1,311,929,000
	1,300,840,000
	99.15

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
	538,700,000
	535,097,000
	99.33

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
	220,000,000
	219,000,000
	99.55

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
	600,000,000
	596,000,000
	99.33

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nunukan
	3,686,000,000
	3,221,249,500
	87.39

	
	Dinas Peternakan Kab. Nunukan
	830,000,000
	825,000,000
	99.40

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan
	849,640,000
	825,250,000
	97.13

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan
	700,000,000
	690,250,000
	98.61

	2
	Departemen Perindustrian
	
	
	

	
	Dinas Perindagkop Kota Samarinda
	700,000,000
	685,442,000
	97.92

	3
	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
	
	
	

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Samarinda
	315,712,000
	302,607,000
	95.85

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Samarinda
	140,000,000
	140,000,000
	100.00

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Samarinda
	209,984,000
	197,369,000
	93.99

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Balikpapan
	315,712,000
	275,300,624
	87.20

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Balikpapan
	135,000,000
	133,177,000
	98.65

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Balikpapan
	229,089,000
	217,672,400
	95.02

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Paser
	482,890,000
	456,538,800
	94.54

	
	Dinas Tenaga kerja Kab. Kutai Kartanegara
	781,275,000
	588,077,960
	75.27

	
	Dinas Tenaga kerja Kab. Kutai Kartanegara
	150,000,000
	145,582,500
	97.06

	
	Dinas Tenaga kerja Kab. Kutai Kartanegara
	141,939,000
	84,421,000
	59.48

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Bontang
	137,139,000
	61,050,000
	44.52

	
	Dinas Tenaga kerja Kota Bontang
	125,000,000
	69,525,000
	55.62

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Kutai Timur
	110,000,000
	106,700,000
	97.00

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Kutai Timur
	2,059,535,000
	1,602,736,800
	77.82

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Kutai Timur
	315,712,000
	311,512,000
	98.67

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Berau
	125,000,000
	118,246,700
	94.60

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Berau
	520,741,000
	387,794,350
	74.47

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Bulungan
	2,207,294,000
	2,065,053,000
	93.56

	
	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Bulungan
	2,664,574,000
	2,605,232,300
	97.77

	
	Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Nunukan
	629,470,000
	578,524,216
	91.91

	4
	Departemen Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas Keluatan dan Perikanan Kota Samarinda
	680,450,000
	574,738,000
	84.46

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Penajam Penajam Paser Utara
	1,326,300,000
	729,873,100
	55.03

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kartanegara
	1,048,000,000
	907,677,000
	86.61

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan
	1,570,620,000
	1,348,849,171
	85.88

	Jumlah
	71,057,802,000
	61,734,100,629
	86.88


Tabel 5.11  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

        Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran 
	Realisasi 
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1

	Departemen Pertanian
	 
	 
	 

	
	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kota Samarinda
	      600,000,000 
	      595,020,000 
	99.17

	
	Dinas Pertanian Kota Balikpapan
	   2,603,000,000 
	   2,603,000,001 
	100.00

	
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Tanah Grogot KabPaser 
	   1,324,625,000 
	      247,175,025 
	18.66

	
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Tanah Grogot KabPaser 
	      715,000,000 
	      702,773,500 
	98.29

	
	Dinas Peternakan Kabupaten Paser
	      548,000,000 
	      451,004,000 
	82.30

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	      469,625,000 
	      220,535,900 
	46.96

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	   1,096,000,000 
	   1,093,260,000 
	99.75

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	      300,000,000 
	      289,800,000 
	96.60

	
	Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabPenajam Paser Utara
	      320,000,000 
	      320,000,000 
	100.00

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kutai Kartanegara
	   1,553,700,000 
	   1,123,325,100 
	72.30

	
	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Kutai Kartanegara
	      602,800,000 
	      308,995,280 
	51.26

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan KabKutai Barat
	   1,112,500,000 
	      729,021,250 
	65.53

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan KabKutai Barat
	      612,090,000 
	      607,009,653 
	99.17

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	      602,125,000 
	      186,598,538 
	30.99

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	      305,000,000 
	      300,974,000 
	98.68

	
	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	   3,253,000,000 
	   3,249,096,400 
	99.88

	
	Badan Ketahaan dan Penyuluhan Kab Kutai Timur
	      415,000,000 
	      297,596,500 
	71.71

	
	Dinas Pertanian KabBulungan
	   1,217,125,000 
	   1,078,372,750 
	88.60

	
	Dinas Pertanian KabBulungan
	      305,000,000 
	      287,737,000 
	94.34

	
	Dinas Pertanian KabBulungan
	      655,000,000
	      653,624,500
	99.79

	
	
	
	
	

	
	Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
	      230,000,000 
	      230,000,000 
	100.00

	
	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan KabMalinau
	      477,500,000 
	      278,812,250 
	58.39

	
	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan KabMalinau
	      730,000,000 
	      729,854,000 
	99.98

	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabNunukan
	      210,000,000 
	      197,421,000 
	94.01

	
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan KabNunukan
	      457,500,000 
	      397,979,250 
	86.99

	2
	Departemen Perindustrian
	 
	 
	

	 
	Dinas Perindagkop Kota Samarinda
	      300,000,000 
	      226,200,000 
	75.40

	3

	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
	 
	 
	

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda
	      199,596,000 
	      195,484,322 
	97.94

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Balikpapan
	      668,510,000 
	      509,939,428 
	76.28

	
	Dinas Tenaga Kerja KabPaser
	   1,158,188,000 
	      992,451,297 
	85.69

	
	Dinas Tenaga Kerja KabPaser
	      947,520,000 
	      939,181,824 
	99.12

	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
	      487,155,000 
	      237,439,347 
	48.74

	
	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang
	      515,060,000 
	      338,188,396 
	65.66

	
	Dinas Tenaga Kerja dan dan Transmigrasi Kab Kutai Timur
	   3,309,351,000 
	   2,658,732,593 
	80.34

	
	Dinas Nakertrans KabBulungan
	   8,583,480,000 
	   8,128,555,560 
	94.70

	
	Dinas Nakertrans KabBulungan
	   2,586,682,000 
	   2,543,743,079 
	98.34

	
	Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi KabNunukan
	      515,060,000 
	      338,188,396 
	65.66

	
	Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi KabNunukan
	      470,260,000 
	      434,802,396 
	92.46

	4
	Departemen Kelautan & Perikanan
	 

      375,000,000 
	 

      374,175,000 
	99.78

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Samarinda
	
	
	

	
	Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	      750,000,000 
	      741,900,000 
	98.92

	
	
	
	
	

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kutai Kartanegara
	      750,000,000 
	      731,925,000 
	97.59

	
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Nunukan
	      750,000,000 
	      707,550,000 
	94.34

	Jumlah
	 43,247,012,164 
	 36,738,336,834 
	   84.95 


Tabel 5.12  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

        Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1
	Kementerian Dalam Negeri
	212,340,000
	182,179,600
	85.80

	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab Nunukan
	
	
	

	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab Kutai Kartanegara
	112,340,000
	99,318,800
	88.41

	2
	Kementerian Pertanian
	7,820,750,000
	7,714,400,000
	98.64

	
	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	
	
	

	
	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Samarinda
	564,750,000
	489,567,400
	86.69

	
	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Samarinda
	2,299,250,000
	2,218,640,000
	96,49

	
	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser
	1,145,300,000
	628,170,000
	54,85

	
	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser
	2,836,250,000
	2,812,665,000
	99,17

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	873,775,000
	748,750,000
	85,69

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	4,103,250,000
	4,043,490,000
	98,54

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
	2,207,993,000
	1,457,515,000
	66,01

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
	7,448,750,000
	6,801,975,000
	91,32

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab Kutai Barat
	911,700,000
	-
	0,00

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab Kutai Barat
	3,046,500,000
	3,046,500,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	843,375,000
	262,845,000
	31,17

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	1,025,600,000
	448,984,700
	43,78

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	675,000,000
	427,084,864
	63,27

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	2,160,000,000
	944,344,000
	43,72

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	1,599,650,000
	1,292,775,000
	80,82

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	12,227,500,000
	10,787,889,000
	88,23

	
	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab Malinau
	509,350,000
	407,040,000
	79,91

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan
	2,181,250,000
	2,106,587,600
	96,58

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan
	419,500,000
	386,690,900
	92,18

	
	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan  Kab Tana Tidung
	2,598,000,000
	2,176,870,000
	83,79

	
	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan  Kab Tana Tidung
	312,500,000
	283,576,000
	90,74

	
	Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan
	625,000,000
	429,650,000
	68,74

	
	Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan
	1,883,000,000
	1,861,350,000
	98,85

	
	Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
	550,000,000
	550,000,000
	100.00

	
	Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Kota Bontang
	905,000,000
	894,173,500
	98,80

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab Kutai Barat
	813,906,000
	811,406,000
	99,69

	
	Dinas Perkebunan  Kab Malinau
	1,642,530,000
	1,511,982,540
	92,05

	
	Dinas Perkebunan  Kab Berau
	3,619,020,000
	3,201,655,000
	88,47

	
	Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
	1,805,000,000
	1,396,500,000
	77,37

	
	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan  Kab Nunukan
	2,404,860,000
	1,761,135,866
	73,23

	
	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan  Kab Nunukan
	695,000,000
	695,000,000
	100.00

	
	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara
	603,790,000
	572,570,000
	94,83

	
	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara
	1,625,000,000
	1,294,180,000
	79,64

	
	Dinas Peternakan Kabupaten Paser
	1,964,000,000
	1,963,920,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Kabupaten  Bulungan
	1,838,000,000
	1,838,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
	1,241,000,000
	1,241,000,000
	100.00

	
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau
	1,822,000,000
	1,436,530,500
	78,84

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab Kutai Timur
	760,700,000
	476,260,000
	62,61

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab Kutai kertanegara
	1,186,700,000
	1,000,762,888
	84,33

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kab Berau
	871,700,000
	374,285,000
	42,94

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kab Nunukan
	871,700,000
	769,817,850
	88,31

	3
	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
	414,151,000
	399,866,500
	96,55

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Kota Samarinda
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Balikpapan
	414,151,000
	412,638,900
	99,63

	
	Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan
	424,601,000
	384,222,363
	90,49

	
	Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Bontang
	448,601,000
	433,503,600
	96,63

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Kutai Timur
	424,601,000
	419,815,000
	98,87

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Kutai Timur
	1,395,322,000
	1,322,926,900
	94,81

	
	Dinas Nakertrans KabBerau
	1,237,392,000
	1,189,827,100
	96,16

	
	Dinas Nakertrans Kab Bulungan
	3,097,437,000
	3,078,981,850
	99,40

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
	424,601,000
	415,211,500
	97,79

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
	6,128,937,000
	2,843,304,060
	46,39

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
	671,165,000
	566,977,500
	84,48

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Tana Tidung
	424,601,000
	170,429,000
	40,14

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Tana Tidung
	1,473,835,000
	675,961,000
	45,86

	
	LLK Tarakan
	411,260,000
	403,270,500
	98,06

	
	BPPD Kalimantan Timur
	1,143,060,000
	877,760,000
	76,79

	
	BLK Balikpapan
	453,350,000
	450,810,500
	99,44

	
	BLK Nunukan
	174,120,000
	169,800,000
	97,52

	4
	Kementerian Kehutanan
	9,953,420,000
	272,494,324
	2,74

	
	Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
	
	
	

	
	Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau
	9,953,420,000
	286,720,000
	2,88

	5
	Kementerian Kelautan & Perikanan
	801,382,000
	747,358,000
	93,26

	
	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Samarinda
	
	
	

	6
	Kementerian Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota
	48,500,000,000
	33,352,930,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
	1,700,000,000
	1,086,790,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
	2,300,000,000
	1,867,930,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
	3,000,000,000
	-
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
	1,900,000,000
	493,410,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
	1,700,000,000
	1,136,340,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau
	1,300,000,000
	1,217,860,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
	1,200,000,000
	806,460,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
	1,200,000,000
	1,022,250,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
	1,100,000,000
	-
	

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 
	320,000,000
	146,030,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
	2,600,000,000
	2,221,270,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	2,300,000,000
	1,793,970,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
	700,000,000
	395,430,000
	

	
	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	410,000,000
	367,150,000
	

	Jumlah
	195,961,986,000
	135,277,725,605
	69.03


Tabel 5.13  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

        Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

	No
	Kementerian/SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1
	Kementerian Dalam Negeri
	115,000,000
	-
	-

	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab Nunukan
	
	
	

	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab Kutai Kartanegara
	115,000,000
	99,496,000
	86,52

	
	Dinas Pekerjaan Umum Kab Nunukan
	1,500,000,000
	1,429,337,475
	95,29

	2
	Kementerian Pertanian
	16,264,500,000
	16,204,650,000
	99,63

	
	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	
	
	

	
	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Samarinda
	595,500,000
	576,371,000
	96,87

	
	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Samarinda
	827,500,000
	820,545,650
	99,16

	
	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser
	2,080,300,000
	1,930,435,000
	92,80

	
	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser
	2,714,700,000
	2,663,300,000
	98,11

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	653,500,000
	584,250,000
	89,40

	
	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara
	3,164,700,000
	2,274,865,000
	71,88

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
	2,315,570,000
	1,801,755,000
	77,81

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
	14,024,500,000
	12,249,950,000
	87,35

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab Kutai Barat
	979,100,000
	890,975,000
	91

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab Kutai Barat
	23,414,500,000
	22,297,000,000
	95,23

	
	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
	1,239,650,000
	209,325,000
	16,89

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	1,394,500,000
	1,226,330,423
	87,94

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	1,015,000,000
	780,666,050
	76,91

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	1,364,380,000
	1,044,050,457
	76,52

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	1,438,800,000
	1,181,556,000
	82,12

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	13,854,500,000
	8,212,406,400
	59,28

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	1,901,060,000
	1,435,110,000
	75,49

	
	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab Malinau
	87,550,000
	625,750,000
	71,47

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan
	2,110,000,000
	2,100,760,200
	99,56

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan
	653,500,000
	560,840,700
	85,82

	
	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan  Kab Tana Tidung
	2,274,700,000
	2,198,955,000
	96,67

	
	Dinas Perkebunan  Kab Berau
	1,606,956,000
	1,345,234,014
	83,71

	
	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan  Kab Tana Tidung
	657,200,000
	394,850,000
	60,08

	
	Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan
	520,000,000
	520,000,000
	100,00

	
	Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan
	758,400,000
	747,396,000
	98,55

	
	Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
	752,000,000
	751,481,000
	99,93

	
	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab Kutai Barat
	979,100,000
	890,975,000
	91,00

	
	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara
	2,255,000,000
	2,242,949,000
	99,47

	
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
	675,000,000
	670,800,000
	99,38

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab Kutai Timur
	752,300,000
	440,100,000
	58,50

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab Kutai kertanegara
	799,800,000
	718,070,680
	89,78

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kab Berau
	627,400,000
	387,336,500
	61,74

	
	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kab Nunukan
	627,400,000
	512,658,700
	81,71

	3
	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
	414,151,000
	399,866,500
	96,55

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Kota Samarinda
	
	
	

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Balikpapan
	414,151,000
	412,638,900
	99,63

	
	Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan
	424,601,000
	384,222,363
	90,49

	
	Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Bontang
	448,601,000
	433,503,600
	96,63

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Kutai Timur
	424,601,000
	419,815,000
	98,87

	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Kutai Timur
	1,395,322,000
	1,322,926,900
	94,81

	
	Dinas Nakertrans KabBerau
	1,237,392,000
	1,189,827,100
	96,16

	
	Dinas Nakertrans Kab Bulungan
	3,097,437,000
	3,078,981,850
	99,40

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
	424,601,000
	415,211,500
	97,79

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
	6,128,937,000
	2,843,304,060
	46,39

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Nunukan
	671,165,000
	566,977,500
	84,48

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Tana Tidung
	424,601,000
	170,429,000
	40,14

	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Tana Tidung
	1,473,835,000
	675,961,000
	45,86

	4
	Kementerian Kehutanan
	9,953,420,000
	272,494,324
	2,74

	
	Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
	
	
	

	
	Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau
	9,953,420,000
	286,720,000
	2,88

	5
	Kementerian Kelautan & Perikanan
	801,382,000
	747,358,000
	93,26

	
	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Samarinda
	
	
	

	6
	Kementerian Kesehatan
	
	
	

	
	Rumah Sakit Umum Daerah
	19,000,000,000
	17,119,110,000
	90.10

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
	4,000,000,000
	3,833,450,000
	95.84

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
	1,966,600,000
	1,764,000,000
	89.70

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
	2,637,400,000
	2,626,720,000
	99.60

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
	3,420,000,000
	2,018,030,000
	59.01

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
	2,190,200,000
	516,060,000
	23.56

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
	1,966,600,000
	1,657,590,000
	84.29

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau
	1,519,400,000
	1,425,060,000
	93.79

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
	1,407,600,000
	1,369,270,000
	97.28

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
	1,407,600,000
	909,620,000
	64.62

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
	1,295,800,000
	78,780,000
	6.08

	
	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 
	409,600,000
	360,450,000
	88.00

	
	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
	2,972,800,000
	2,918,390,000
	98.17

	
	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	2,413,800,000
	2,254,290,000
	93.39

	
	Dinas Kesehatan Kota Tarakan
	837,800,000
	824,170,000
	98.37

	
	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	510,700,000
	497,500,000
	97.42

	Jumlah
	291,958,232,000
	219,274,172,891
	75.10


Tabel 5.14  Rincian Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

        Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

	No
	Kementerian/ SKPD Pelaksana
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	

	1
	Kementerian Dalam Negeri
	
	
	

	
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah kabupaten Nunukan
	2,000,000,000
	-
	-

	2

	Kementerian Pertanian
	
	
	

	
	Dinas Pertanian Dan Peteranakan Kabupaten Kutai Timur
	2,766,262,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Dan Peteranakan Kabupaten Kutai Timur
	1,465,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	1,526,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	4,581,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
	2,389,462,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara
	4,627,962,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	3,551,212,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	1,170,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
	7,571,000,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan
	2,212,500,000
	-
	-

	
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan
	1,904,000,000
	-
	-

	
	Dinas Perkebunan  Dan Kehutanan Kab  Kutai Kartanegara
	1,306,675,000
	-
	-

	
	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara
	1,613,080,000
	-
	-

	
	Dinas perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Kutai Barat
	4,336,012,000
	-
	-

	
	Dinas perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Kutai Barat
	1,153,129,000
	-
	-

	
	Dinas Peternakan Dan Tanaman  Pangan Kota Tarakan
	1,190,000,000
	200,000,000
	16.81

	
	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Berau
	275,000,000
	-
	-

	
	
	
	
	

	3
	Kementerian Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
	3,000,000,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kab. Kutai barat
	2,821,400,000
	1,012,710,000
	35.89

	
	Dinas kesehatan kab. Kutai timur
	2,167,400,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kab. Kutai kartanegara
	3,384,000,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kota samarinda
	2,388,600,000
	474,910,000
	16.14

	
	Dinas kesehatan kota bontang
	716,400,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kab. P a s i r
	1,946,200,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kab. Penajam paser utara
	1,282,600,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kota balikpapan
	2,941,600,000
	559,460,000
	23.42

	
	Dinas kesehatan kab. Bulungan
	1,393,200,000
	1,200,000,000
	86.13

	
	Dinas kesehatan kab. Malinau
	2,032,800,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan kab. Tana tidung
	384,600,000
	160,000,000
	41,60

	
	Dinas kesehatan kota tarakan
	829,400,000
	700,000,000
	84.40

	
	Dinas kesehatan kab. B e r a u
	2,052,000,000
	-
	-

	
	Dinas kesehatan nunukan
	2,239,600,000
	711,530,000
	31.77

	4

	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
	
	
	

	
	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Kutai timur
	554,638,000
	-
	-

	
	Disnaker dan transmigrasi kab. Kutai timur
	1,046,833,000
	-
	-

	
	Disnaker dan transmigrasi kota samarinda
	554,638,000
	-
	-

	
	Dinas sosial dan tenaga kerja kota bontang
	554,638,000
	-
	-

	
	Dinas sosial tenaga kerja kab.kutai barat
	807,288,000
	-
	-

	
	Dinas tenaga kerja kab. Penajam paser utara
	554,638,000
	-
	-

	
	Dinas tenaga kerja dan sosial kota balikpapan
	301,988,000
	-
	-

	
	Dinas tenaga kerja kab. Malinau
	1,059,938,000
	-
	-

	
	Dinas nakertrans kab. Bulungan
	13,963,133,000
	-
	-

	
	Dinas nakertrans kab. Bulungan
	7,642,830,000
	668,358,000
	8.74

	
	Dinas nakertrans kab. Bulungan
	554,638,000
	-
	-

	
	Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kab. Tana tidung
	472,928,000
	-
	-

	
	Kantor tenaga kerja kota tarakan
	554,638,000
	6,956,500
	1.25

	
	Dinsos tenaga kerja dan trasmigrasi
	1,059,938,000
	-
	-

	
	Dinsos tenaga kerja dan trasmigrasi kab.nunukan
	9,749,020,000
	21,314,400
	0.22

	
	Dinsos tenaga kerja dan trasmigrasi kab.nunukan
	1,486,163,000
	26,515,900
	1.78

	5
	Kementerian Kehutanan
	
	
	

	
	Dinas kehutanan kab.malinau
	2,196,220,000
	-
	-

	
	Dinas kehutanan kab.berau
	2,185,300,000
	-
	-

	6
	Kementerian Kelautan & Perikanan
	
	
	

	
	Dinas kelautan dan perikanan kab.kutai timur
	1,500,000,000
	-
	-

	
	Dinas kelautan dan perikanan kab.kutai timur
	3,265,680,000
	-
	-

	
	Dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan kab.penajam paser utara
	700,000,000
	-
	-

	
	Dinas kelautan dan perikanan kab.nunukan
	1,423,592,000
	-
	-

	
	Dinas kelautan dan perikanan kab.berau
	2,266,272,000
	-
	-

	Jumlah
	129,673,045,000
	5,741,744,800
	4.43


E.   Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kegiatan 






Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan yaitu :
1. Dalam pembahasan RKA K/L, Kementerian/Lembaga tidak melibatkan SKPD di daerah sehingga kegiatan dan harga satuan tidak sesuai dengan kondisi daerah.
2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan kegiatan dibeberapa SKPD hingga triwulan I (satu) masih belum terbit dari Kementerian/Lembaga, sehingga keterlambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Sebaiknya Juklak/Juknis diserahkan ke daerah bersamaan dengan penyerahan DIPA.
3. Adanya pemblokiran DIPA (tanda bintang), untuk itu dilakukan revisi DIPA dan belum terbitnya revisi tersebut dari pusat sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya beberapa revisi DIPA dari Satuan Kerja/Satker khususnya RKA K/L untuk penyesuaian kegiatan dan harga satuan didaerah.

Solusi yang diharapkan adalah melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait), serta hendaknya penyerahan DIPA oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran disertai pula dengan penyerahan juknis maupun juklak pelaksanaan kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
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